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Lampiran

Hal . Prog-am Pengembangan Kompetensi di -

SDM ASN Pamdagri T.A. 2019.
Seluruh “rdonesia

Calam rangka nzlaksanaan program prioritas pencembangan xompezensi surmber
daya manusia (SDM] aperatur sipi necara [ASN] pemeritahan cziam negzsr tahun
anggaran 20:9 «ci ingkungan <emendagri dan Pemerintah Caeran, serta
memperhatkan Rencanz Kerja Pemerintah tahun 2019 tidang pergembangan SDM
aparazJr, bersama ini dencan hormat diminta perhatian para 3upat./Walikota bebe-apa
hal senagzi berikut:

1. Pemerintan daerah harus mengelokasikan anggaran pendidikan dan peladhan
[pengambangan kompetensi] aperatur sipil negara dalam APBD TA. 2019 sekurang-
kurancnyz 0.34% [ncl kama tiga pulun empat persen] dari total 2elarje daerah bagi
pemerntan provinsi can sekurang-kurangnya 0.16% [nol koma enam belas oersen]
dari total belanja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana zlah
diamaratkan dalam Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 38 ~ahun 2013 -ertang
Pedoman Umum Peryusunan Rencana Anggaran Pendapatan can Belanja Dezarah
[AFBC] Tahun 2C19.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tshun sebelumnya untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 3.34% dari total befanja
daeran bagi pemerirtah provinsi dan yang telah melekihi 0.1€% dari total betanja
daeran »nagi pemerintah kabupaten/kota, maka pemerimtah daerat tidak
diper«enankan mergurangi beseran alokasi anggaran pendidikan dan pelathan
dimaksud.

2. Alokasi anggaran sebagaimana zerssbut di atas, utamanya cimaksudkan dalam
rangka pengembangan kompetensi penyelengara pamerirtah cazrah, yang antara
lain meiiputi:

a. Pemenuhan <ompetensi pemerintahan melalui pendidiken dan peathan
kepemimpinan pemerintahan daiam negeri yang manducuki jabatan Kepala
Perangkat Daeran, jabatan administrator dan jabatan pencawas sebagaimana
amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 “zhun 2017 tentang
Pembinaan can Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah;

b. Uji kompetansi pemerintanan dalam rangka sertfikasi kompezensi
pemerintahar sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 85 Tanun 2017
tentang Pencidikan dan Pelatthan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
der Permendagr Nomor 10& Tahun 2017 tentang Kompetens Pemerintahan;



c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional substantif pemerintehan
dalam negeri yang antara lain meliputi Diklat Kompetensi Pemerintahan bagi
para Camat can Kepala Desa/Lurah, Diklet Pejabat Fengawas Urusan
Pemerintanan Dzzarah [P2UPD], Diklat Satuan Poliss Pamong Fraja, Diklat
Pemacam Kebzkzran, dan berbagai pengembangan kompetensi atau diklat
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintakan daerah yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan caerahnya masing-masing,
pengembangan kompetensi terkait pengelolaan keuangan caerah dan
penerapan standa-d pelayanan minimal, serte berbaga diklat teknis dan
fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah non xementerian
sebagaimana amanat Pasal € Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentzang Pembinazn dan Pengawasan Penyelenggarazn Pemerntahan Daerah.

3. Untuk menyamakan pemahaman dan peningkatan wawasan, sengetahuen dan
keterampilan di oidang penyelenggaraan pemerintanan bagi para Anggote DPRD
Provinsi dan DPRD Kzbupaten/Kota nasil Pemilu 2019, maka akan dilaksanakan
Orientasi Tugas Anggota DPRD pada tahun 2019, yang diatur setagai berikut :

a. Orientasi tugas anggota DPRC bagi pimpinan can anggota DPRD hasil Pemilu
209 diselenggarakan dengar berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tehun
20:8 tentanc Perubahan Atas Permendagri Nomor 133 Tatiun 2017 tentang
Orientasi dan Pandalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
KabL paten/Kota.

b. Orientasi Tugas Anggota DPRD Provinsi diselenggerakan oieh BPSDM
Kemerdagri dengan dana APBN, sedangkan angg aran perjalanan dan uang
saku dibebankan kepada APBD Pemerintah Provirsi;

c. Orientasi Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh BPSDM
Provinsi dengan t'aya dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi dan APBD
Pemerntah Kabupaten/Kota masirg-masing;

d. BPSDM Provinsi calam menyelenggarakan orientasi dimaksud dapat menerima
bizya vang basumber dari APBD Kabupaten/Koza sepanjang sudah mempunyai
daser hukum yanc mengatur penerimaan bieya dari APEC Kab/Kote, atau
melalui pola fasilitasi orientasi kepada Kabupaten/Kota;

e. Datam hal B2SDM Provinsi tidak dapat meryelenggarakan orientasi,
peiaksanaan orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemencagri ata. BPSDM
Provinsi lainnya ses.Jai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

4. Dalam rangka membangun karakter bangsa, peryelenggarean pengemnangan
kompetensi revolusi mental bagi aparatur sipil negara sangat dibutuhkan sebagai
straregi pembzangunan tudaya dan manusia Indonesia yang berkarakter dan berjiwa
kuat, yang mengacu pada tiga nilai yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong;

5. Mempers apkan aiokasi anggaran untuk Latihan Dasar [Latsar] bagi CPNS yang baru
diargkat.

6. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dilaksanakan sesuai cengan peraturan
perundangan yang berlaku dengan memperhlt.mgkan secara matang pola
pengembangan karier di daerahnya masing-masing.

7. Agar penyelenggaraan pengembangan kompetensi [pendidi<an dan peiatihan]
aperatur sipil negara [ASN] dapat berlangsung dengan baik dar memenuhi sandard
yarg telah ditentukar, hendaknyz sarana dan prasarana EPSDM Provins: dapat terus
ditingkatkan agar lebih memadai.

8. Sebagaimana Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkiatur
Perangkat Daeran Prcvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Meiaksarakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan agar pemerintah caerah dapat
melakukan peny=suaian nomerklatur perangkat yanc melaksanakan fungsi



penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bicang kepegawaiean, pendidikan
dan pelatiren, yang terdiri dari:

a. Badan Kepegawaiar Daerah (B<D) Provinsi;
b. Badan P2ngembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provirsi; dan

C. Badan Kepecawaian dan Pengembangan Sumber Dazya Manusia (BKPSDM)
Kanupaten/Kcta.

Demikian untuk merjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Tembusan:

1. Merter Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Merter Sekretaris Negara;

3. Sekreteris Kabinet;

4. Merter Ferdayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Birokras ;

5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jerderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala

Bacan di Lingkuncan Kementerian Dalam Negeri;
Ketua CPRD Kabupaten; Kota seluruh Indonesia; dan
Para Kepala BKPP,BKPSDM Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.
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